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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

WALIKOTA PALU,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka
perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Satuan
Kerja Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik !ndonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat il Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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10.

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2804 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Taambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Normwor 4437),
sebagaimana telah diubah kedua ¥ali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Talsun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiwn 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahaun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembararnn Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahwun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negesi Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNormor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Talwun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNormor 4588),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahwun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemeringhan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabuspaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaan Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomwor 4741),
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Menetapkan

i Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4828);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTAPALU

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

3
2
3.

Daerah adalah Kota Palu ;

Kepala Daerah adalah Walikota Palu :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Palu;
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10.
1.
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(1)
(2)

(3)

Camat adalah Camat di Wilayah Kota Palu ;

Kelurahan adalah Lurah di Wilayah Kecamatan Kota Palu;

Lurah adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kota Palu;

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural pada Kecamatan dan
Kelurahan Kota Palu;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil Kecamatan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh
pejabat yang berwenang secara penuh oleh pejabat yang
berwenang sesuai keahliannya.

BAB i
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 2

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat

daerah kota.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah;

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban umum dan kebersihan lingkungan;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan
perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan
pemerintah kelurahan.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, Camat menyelenggarakan fungsi :

a.

1
(2)

Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis urusan
pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan,
ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan;
Pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta
sosial dan kemasyarakatan;

Pengelolaan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan
pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan;
Pengkoordinasian pelaksanaan pelimpahan wewenang Kepala
Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 4

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah dalam wilayah kecamatan.

Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Camat.

BAB Ili
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 5

Kecamatan, terdiri dari:

a.
b.

Qo

Camat

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

3. Sub Bagian Perencanaan Program.

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan;
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Seksi Ekonomi dan Pembangunan;,
Seksi Sosial dan Kemasyarakatan ;
Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kedua

Kelurahan
Pasal 6
Kelurahan, terdiri dari :
Lurah;
Sekretaris;

@*0Qa0ow

(1).
(2).
3).
(4).

(5).

(1)

Seksi Pemerintahan ;

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan lingkungan;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

Seksi Sosial dan Kemasyarakatan ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ESELON JABATAN

Pasal 7

Camat merupakan jabatan struktural eselon Iil.a.

Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon Iil.b.
Lurah, Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural
eselon IV.a.

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural
eselon IV.b.

Sekretaris Kelurahan, kepala seksi pada kelurahan merupakan
jabatan struktural eselon IV.b.

BABV
TATAKERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Camat dan Lurah wajib
menyelenggarakan koordinasi Integrasi dan Singkronisasi dengan
perangkat daerah lain, sesuai dengan tugas masing-masing.
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(2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
Daerah.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(4) Camat wajib memberi petunjuk, membina, membimbing dan
mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada
di lingkungan Kecamatan.

(5) Camat wajib menerapkan pengawasan melekat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Jumiah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan di
Kelurahan dan Kecamatan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Palu :

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 28 Seri D).
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2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 29 Tahun 20086 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 29 Seri D).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
oda ANAUal ol bt s

WALIKOTAPALU,

RUSDY MASTURA

Ditetapkan di Palu
Rada:dangaal, sein ... oansms. i

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR ... TAHUN 2008
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
. UMUM

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan
yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, implementasinya menimbulkan
perubahan kelembagaan Pemerintah Daerah yang terorganisir sesuai
fungsi-fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nocmor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk membantu penyelenggaraan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam
sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat,
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah,
serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan
menerapkan prinsip efesien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan urusan
tersebut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing kedalam suatu
pembentukan organisasi kecamatan dan kelurahan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR ...
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